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Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga
permasal ahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon dalam
pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi; (2) pertimbangan hakim konstitusi memberikan legal standing kepada pemohon dalam pengujian
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
serta (3) usulan pemberian legal standing terhadap pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum
berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan
dengan hukum tata negara. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridisnormatif.

Teori dalam menilai pemohon memiliki legal standing atau tidak, salah satunya adal ah teori legal standing.
Teori legal standing point d?interet point d?action yaitu tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Para
pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-X1/2013 tidak memiliki legal standing dalam
mengajukan permohonan. Karena para pemohon tidak mengalami langsung kerugian konstitusional yang
bersifat spesifik (khusus) dan aktual dari dua (2) undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi
atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Mahkamah tidak tepat menilai para pemohon dalam perkara No. 36/PUUX/ 2012 dan No. 7/PUU-X1/2013
memiliki legal standing. Karena para pemohon tidak memiliki dasar (kepentingan) untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang. Selain itu terdapat dissenting opinion hakim konstitusi yang
menguatkan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing. Sehingga Mahkamah Konstitus tidak tepat
menilai para pemohon memiliki legal standing. Perlu adanya perbaikan atas penentuan legal standing yang
lebih ketat.
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Constitutional Court against the Constitution of the Republic of IndonesiaY ear 1945, which was registered
with the case number and case number 7/PUU-X1/2013 36/PUU-X/2012. This study departs from the
appropriateness of the valuation given legal standing by the Constitutional Court. Clarity regarding the legal
standing of the complex requires further assessment. Three issues are addressed in this study is about (1) the
applicant'slegal standing in the judicial review of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of
2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court; (2) consideration of the
constitutional judges give legal standing to the applicant in the judicial review of Law No. 22 Year 2001 on
Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court; and
(3) the proposed granting legal standing of the applicant in the case of judicial review in the Constitutional
Court. To answer these problems, this study used alegal substance of the Constitutional Court decision,
legislation, and writings relating to constitutional law. The type of this research isthe juridical-normative.
Theory in assessing the applicant has legal standing or not, one of which is the theory of legal standing.
Theory of point d'interact legal standing point d'action that is without the benefit of no action. No. The
applicant in the case. 36/PUU-X/2012 and No.7/PUU-X1/2013 not have legal standing to appeal. Because
the applicant did not experience direct losses specific constitutional (specifically) and the actual of two (2)
laws that material tested in the Constitutional Court, or at least the potential is based on logical reasoning
will surely occur. The Court did not precisely assess the applicant in the case of N0.36/PUU-X/2012 and
No.7/PUUXI1/2013 have legal standing. Because the applicant has no basis (interest) to apply for judicial
review. In addition there are constitutional judges dissenting opinion affirming that the applicant has no
legal standing. So that the Constitutional Court did not assess the applicant's right to have legal standing.
There needs to be an improvement over the determination of more stringent legal standing.



